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ABSTRAK 

 

Sonia Noeravita. 2016. E0012370. IMPLIKASI PUTUSAN 

MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 149/PUU-VII/2009 

TENTANG KETENAGALISTRIKAN TERHADAP KEBIJAKAN 
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GUNA MENCAPAI PEMENUHAN KESEJAHTERAAN 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan 

Pemisahaan (Unbundling) kegiatan usaha niaga dan pengankutan 

Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk mampu memenuhi hak 

konstitusional warga negara dalam hal pemenuhan kesejahteraan sosial 

serta kaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PUU-

VII/2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap kebijakan tersebut. 

 Penulisan hukum ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum 

normatif. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan 

perundang-undangan dan pendekatan konsep. Sumber hukum yang 

digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen sedangkan 

teknik analisis yang digunakan adalah metode silogisme yang 

menggunakan pola berfikir deduktif. 

 Kebijakan unbundling melalui Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 

2009 tidak mampu memenuhi kesejahteraan sosial, pasalnya prinsip dan 

dampak yang timbul tidak sejalan dengan penguasaan negara atas sumber 

daya energi yang terdapat pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 149/PUU-VII/2009 Tentang Ketenagalistrikan yang menegaskan 

bahwa unbundling akan menghilangkan penguasaan negara, penguasaan 

negara akan selalu terikat dengan kesejahteraan sosial. 

 

Kata Kunci: Unbundling, Penguasaan Negara, Kesejahteraan Sosial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Sonia Noeravita.2016.E0012370. THE IMPLICATION OF  THE 

CONSTITUTIONAL COURT  DECISION NO.149/PUU-VII/2009 

CONCERNING ELECTRICITY POLICY ON SEPARATION 

(UNBUNDLING)  PERUSAHAAN GAS NEGARA TO ACHIEVE 

SOCIAL WELFARE. Legal Writing. Faculty of Law Sebelas Maret 

University Surakarta. 

  This reasearch aimed to find out This study aims to determine 

whether the policy of separation ( unbundling ) business activities in trade 
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and transport, Perusahaan Gas Negara ( Persero ) Tbk is able to fulfill the 

constitutional rights of citizens in the enjoyment of social welfare and the 

relation with the decision of the Constitutional Court Number 149 / PUU - 

VII / 2009 on Electricity policy. 

  Type of this research is normative legal research. The approach 

used was statute and concept approaches. The law material used consisted 

of primary and secondary law source. Technique of collecting data used 

was document study, while technique of analyzing data used in this 

research was syllogism method with deductive thinking pattern 

  Policies unbundling in Ministerial Decree No. 19 of 2009 unable 

to fulfill social welfare , the article principles and the effects are not in line 

with state control over energy resources contained in Article 33 of the 

Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 , including the 

Constitutional Court Decision No. 149 / PUU - VII / 2009 on Electricity 

which confirms that unbundling would eliminate state control , state 

control will always be tied to social welfare  

Keywords: Unbundling, state control, social welfare 
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